HAK ASASI MANUSIA DAN PIDANA MATI
(STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
AHMAD PRASETYO
NIM. 03360172

PEMBIMBING:
1. DRS. OCKTOBERRINSYAH, MAAG
2. BUDI RUHIATUDIN, SH, M.HUM

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007



ABSTRAK
HAK ASASI MANUSIA DAN PIDANA MATI
(STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)

Perlindungan HAM telah menjadi isu global berbagai negara di belahan
dunia. Di satu sisi, setiap negara merasa perlu membentuk suatu peraturan khusus
mengenai konsep HAM dan upaya perlindungannya bagi setiap individu,
diantaranya hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh
pekerjaan, hak persamaan di depan hukum dan lain sebagainya. Tetapi, di sisi lain
masih ada beberapa negara yang masih memberlakukan pidana mati dalam hukum
pidananya, salah satunya ialah Indonesia. Penerapan pidana mati masih
menyimpan protes di sana-sini dan menganggap, bahwa pidana mati adalah
bentuk pelanggaran HAM. Hal ini menyebabkan kerancuan dalam memahami
konsep perlindungan HAM, tentang siapakah sejatinya yang lebih berhak
mendapat perlindungan HAM, pelaku sebagai orang yang telah melanggar hak
korban, semisal hak hidup dalam kasus pembunuban, ataukah korban yang telah
terlanggar haknya oleh pelaku. Dalam hukum Islam sendiri, pidana mati
merupakan hukum yang bersumber langsung dan al-Qur’an.

Perdebatan panjang mengenai perlindungan HAM dan penerapan pidana
mati, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, merupakan
sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan
kesempatan kepada penulis untuk menelaah konsepsi HAM dan pidana mati
menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, mencari persamaan dan
perbedaan konsep HAM dan pidana mati antara dua perspektif hukum tersebut,
serta mencari kemungkinan relevansi penerapan nilai-nilai filosofis keduanya.

Kajian yang dilakukan oleh penulis ini lebih banyak mengarah pada kajian
yang menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk
mencari dan menemukan aturan-aturan atau norma-norma yang menjadi dasar
hukum, serta berusaha menggah nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, tujuan pemidanaan
dalam pidana mati ialah sebagai pencegahan bagi masyarakat agar tidak
melakukan kejahatan serupa. Dalam Islam, pidana mati dimaksudkan sebagai
sarana penebus dosa. Sementara itu, hukum pidana Indonesia menerapkan pidana
mati dengan tujuan pokok sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh
pelaku. Hal ini sesuai dengan semangat perlindungan HAM, karena jika pelaku
dibiarkan tetap hidup walau ia pantas dihukum mati, maka keselamatan jiwa
masyarakat akan terancam, karena mereka berpotensi menjadi korban selanjutnya.
Berkaitan dengan pidana mati dalam hukum pidana Islam, konsep pemberian
maaf yang diberikan oleh keluarga korban kejahatan, dengan disertai kewajiban
bagi pelaku untuk membayar denda sejumlah tertentu sebagai pengganti
hukuman, mempakan konsep yang adil. Konsep tersebut diharapkan dapat
membawa dampak positif bagi keluarga korban dan pelaku untuk menjalin
rekonsiliasi dan mencegah upaya balas dendam oleh keluarga korban. Sebagai
bahan pertimbangan untuk pembaruan hukum pidana Indonesia ke depan, konsep
ini cukup relevan untuk diaplikasikan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No:

158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| T T AR tidak dilambangkan
o B# b be
& Ta’ t te
S Sa’ ] es titik atas
d Jim ] e
c Ha’ h ha titik di bawah
z Kha' kh ka dan ha
D |  Dal d de
3 Zal Z zet titik di atas
J Ra’ T er
o Zai z zet
o Sin S es
o Syin sy es dan ye
o Sad 3 | estitik di bawah
ua Dad d de titik di bawah




L Ta’ t te titik di bawah

2 73 Z zet titik di bawah |
¢ ‘Ayn o A koma terbalik (di atas) |
¢ Gayn g ge J|
5 Fa’ X ef g
A Qaf q gi é
) Kaf k | ka

J Lam 1 i el |
¢ Mim m [ em [
g Nan n | en ;
g) Waw W | we f
: T Ha h ' ha |
s Hamzah - | apostrof i
& Ya y | ye l

B. Konsonan Rangkap karena Tasydid Ditulis Rangkap

C. Penulisan 7a" Marbiitah

ditulis muta‘aqqidin

ditulis ‘iddah

1. Bila dimatikan, maka ditulis h:

-

a4h

ditulis hibah

vil



-

4 o ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya,
kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, maka ditulis t dan
dikkuti huruf sesudahnya yang ditulis sesuai dengan bacaannya

menggunakan tanda penghubung:

A2l aST 5 ditulis zakatul-fitri

3.” Khusus untuk lafal Allah sesudah kata yang berakhiran t@" marbiitah,

penulisannya tanpa menggunakan kata penghubung:

B Bams ditulis ni ‘matuilah

D. Vokal Pendek

~__(fathah) ditulis a contoh ditulis daraba

(kasrah) ditulis 1 contoh ditulis fahima

" (dammah) ditulis u contoh ditulis kutiba

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)

ditulis Jahiliyyah

viil



2. fathah + alif maqgsar, ditulis a (garis di atas)

ditulis yas'a

3. kasrah + ya mati, ditulis T {garis di atas)

;E; ditulis majid

4. dammah + wau mati, ditulis @ (dengan garis di atas)

ditulis furid

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya mati, ditulis ai

ditulis bainakum

ditulis qaul

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan

dengan Apostrof

ditulis a’antum

ditulis u ‘iddat




la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

ditulis al-Qur’an

ditulis al-Qiyas

2. Bila ditkuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I-nya

ditulis asy-syams

ditulis as-sama’

I. Huruf Besar
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat dapat Ditulis Menurut

Penulisannya

ditulis tawl al-furiid

ditulis ahl as-sunnah




MOTTO

“Tidak ada dosa bagi orang-
orang yang beriman dan
mengerjakan amalan yang saleh
karena memakan makanan yang
telah mereka makan dahulu,
apabila mereka bertakwa serta
beriman dan mengerjakan
amalan-amalan yang saleh,
kemudian mereka tetap
bertakwa dan beriman,
kemudian mereka (tetap juga)
bertakwa dan berbuat kebajikan.
Dan Allah menyukai orang-
orang yang berbuat kebajikan.”

{Al-Ma’idah (5): 93}

“Bagi orang-orang yang
berbuat baik, ada pahala yang
terbaik (surga) dan
tambahannya. Dan muka
mereka tidak ditutupi debu
hitam dan tidak (pula)
kehinaan. Mereka [tulah
penghuni surga, mereka kekal

di dalamnya.” {Yunus (10): 26}
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan hukum Islam di Indonesia masih terus menjadi perdebatan
panjang antar berbagai kepentingan, baik kepentingan antar umat beragama
maupun kepentingan politik yang menyangkut kebijakan-kebijakan yang akan
diberlakukan. Perbedaan pendapat tersebut wajar, mengingat Indonesia
merupakan negara yang tidak hanya berpenduduk Muslim saja, tetapi juga
memiliki warga negara yang beragama selain Islam. Meskipun umat Muslim
di Indonesia adalah mayoritas, namun kita tidak serta merta memberlakukan
hukum Islam, terutama yang menyangkut kepentingan publik, termasuk
kepentingan umat nonmuslim. Karena hal itu memungkinkan terjadinya
kesalahpahaman antar umat beragama. Pemberlakuan hukum Islam
diupayakan dengan sebaik mungkin melalui pendekatan kompromi, agar bisa
menjadi hukum yang benar-benar rahmatan lil ‘Glamin.

Meski demikian, bukan berarti hukum Islam sama sekali belum
diterapkan di Indonesia. Sudah ada beberapa UU yang menganut prinsip
hukum Islam, misalnya UU tentang Perkawinan. Contoh lainnya adalah
pemberlakuan pidana (hukuman) mati bagi beberapa kasus tindak pidana
tertentu, seperti pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kendati pidana mati ito merupakan

pidana altematif di samping pidana penjara seumur hidup dan penjara selama



[

20 tahun. Dari kelemahan tersebut, KUHP tidak berhasil meminimalisasi
terjadinya makar mati (pembunuhan).! Ketentuan ini sebenamya secara tidak
langsung sama dengan hukuman gisas menurut hukum Islam. Namun,
pelaksanaan hukuman itu diserahkan pada putusan keluarga si terbunuh.
Pilihannya adalah apakah tetap dilaksanakan ¢isas ataukah dimaafkan dengan
membayar denda sebesar yang ditentukan oleh keluarga si terbunuh sebagai
kompensasi.” Hanya saja, penerapan pidana mati tersebut —meskipun tidak
mengatasnamakan hukum Islamn (gisag)- juga masih menjadi kontroversi dari
berbagai pihak, khususnya aktivis HAM. Mereka beralasan, bahwa pidana
mati tersebut merupakan pelanggaran HAM, karena dengan sengaja
menghilangkan nyawa seseorang (pelaku kejahatan) melalui eksekusi mati.
Abdullahi Ahmed an-Na’im mengatakan bahwa:

Kesulitan utama membangun standar universal HAM, yang melintasi batas
kultural, khususnya agama, adalah bahwa masing-masing radisi memuiliki
kerangka acuan (frame of reference) internalnya sendiri, karena masing-
masing tradisi mengajarkan validitas ajaran dan norma-normanya dari
sumber-sumbernya sendini. Jika suatu tradisi kultural, khususnya agama,
berhubungan dengan tradisi-tradisi yang lain, maka kemungkinan yang
terjadi adalah hubungan secara negatif dan bahkan dengan cara permusuhan.
Untuk mengklaim loyalitas dan kepatuhan anggota-anggotanya, suatu tradisi
kultural atau agama secara normatif menegaskan kelebthan dinnya atas
tradisi-tradisi yang lain. Tetapi, ada suatu prinsip normatif umum yang
dimiliki oleh semua tradisi kebudayaan besar, yang mampu menopang
standar universal hak-hak asasi manusia. Prinsip itu menyatakan bahwa
seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ta mengharapkan
diperlakukan orang lain.’

! Makar mati ialah tindak pidana pembunuhan. Lihat HM. Abduh Malik, “Kejahatan
Terhadap Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” dalam Muhammad Amin Suma dkk.,
Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan, Jainal Arpin dan M. Arskal Salim
GP (ed.) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), him. 88.

2 mbid.

3 Abdullahi Ahmed an-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah, alih bahasa Ahmad Suaedy dan
Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LKiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994), him. 309-310.



Kasus yang sempat —bahkan hingga saat ini- menjadi perdebatan sengit
adalah putusan mati yang dijatuhkan kepada Fabianus Tibo, Marinus Riwu
dan Dominggus Da Silva, dalam kasus pembunuhan santri-santri di Poso pada
tahun 1999-2000 lalu. Tibo dkk telah terbukti bersalah dalam kasus
pembunuhan santri-santri di Poso dan dijatuhi hukuman mati oleh Majelis
Hakim. Meskipun Tibo dkk bukan merupakan aktor intelektual dalam kasus
tersebut, tetapi mereka terbukti terlibat dan ikut serta dalam pembunuhan itu.
Putusan tersebut ditentang oleh banyak pihak, termasuk aktivis HAM dan
beberapa Ormas Islam. Aksi penentangan tersebut menarik untuk dikaji,
apalagi jika putusan mati itu dikaitkan dengén pelanggaran HAM. Para pelaku
kejahatan yang telah terbukti melakukan pembunuban dan dijatuhi pidana
mati, dibela dan didukung berbagai pihak, tidak hanya oleh aktivis HAM dan
Ommas Islam, yang mengatakan bahwa pidana mati tersebut tidak
menunjukkan peri kemanusiaan serta melanggar HAM. Namun, para aktivis
dan Ormas (baca: Para Pendukung) tersebut tidak melihat pelanggaran HAM
yang dilakukan oleh Tibo dkk (baca: Para Terpidana Mati) ketika
menghilangkan nyawa santri-santri di Poso. Para pendukung itu hanya melihat
secara sepihak terhadap kondisi psikologis para terpidana mati yang
menunggu pelaksanaan eksekusi mati.

Berangkat dani pembicaraan tentang pro dan kontra mengenai pidana
mati di atas, yang menganggap bahwa pidana mati itu melanggar dan tidak
sesuai dengan HAM, pasti akan memunculkan pertanyaan apakah pidana mati

itu sudah sesuai dengan HAM? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maksud



dan tujuan dipidananya seseorang dalam arti yang sempit harus
dikesampingkan. Demikian pula dengan maksud dan tujuan diadakannya
hukum pidana dalam arti luas.* Pertanyaan di atas dapat dijawab dengan
pertanyaan yang sama, yaitu apakah perbuatan mereka (terpidana) sudah
sesuai dengan hak asasi manusia atau justru menginjak-injak hak asasi
manusia?’ Kenapa para pendukung mereka seakan hanya mempermasalahkan
penghilangan nyawa terhadap para terpidana mati sebagai pelanggaran HAM
tanpa mempedulikan keadaan para korban ketika mereka dipaksa
meregangkan nyawa mereka dengan cara dibunuh secara keji? Keadilan
seperti apakah yang terjadi jika eksekusi mati terhadap para terpidana mati
dibatalkan?

Jika hal tersebut dibandingkan dengan prinsip gisas, sebenarnya
hukum i cukup adil bila diimplementasikan terhadap beberapa kasus tindak
pidana tertentu, misalnya pembunuhan. Dalam hukum [slam, tindak pidana
pembunuhan kemungkinan bisa dijatuhi hukuman gisas dan diyat (denda)
yang diberikan kepada keluarga korban. Dengan begitu, Negara tidak perlu
terbebani dengan menanggung hidup keseharian pelaku yang dipenjara, yang
tentunya membutuhkan anggaran lebih untuk menunjang kehidupan sehari-
hari para narapidana. Sedangkan, kaitannya dengan diyar yang diberikan
kepada keluarga korban, akan meringankan beban penderitaan yang
ditanggung mereka. Terutama jika korban adalah seorang suami yang

memiliki isteri dan anak, harus memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa

* Watuyadi, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2003), him. 189.
$
Ihid.



suami atau ayah, maka diyaf tersebut tentunya akan sangat membantu sekali
dalam meringankan beban hidup keseharian mereka.

Jadi, diharapkan dengan diterapkannya hukuman mati dapat
memberikan keadilan yang tidak bersifat subjektif dan sepihak, yakni hanya
dengan memperhatikan dari sisi kemanusiaan terpidana, tanpa memperhatikan
sisi kemanusiaan korban dan keluarga yang ditinggalkannya. Sehingga, tujuan
pemidanaanpun dapat diwujudkan, yakni menciptakan kehidupan masyarakat
yang aman, tenteram dan damai, serta scbagai pendidikan kepada masyarakat

untuk lebih menghargai dan tidak melanggar HAM orang lain.

. Pokok Masalah
Dari paparan latar belakang di atas, untuk lebih menjelaskan tentang
kajian ini, maka penulis mengemukakan pokok masalah sebagai berikut:
1. Apakah tyjuan pemidanaan dalam pidana mati, baik dalam hukum Islam
dan hukum positif di Indonesia, telah sesuai dengan hak asasi manusia?
2. Apakah nilai-nilai filosofis pidana mati dalam hukum Islam relevan untuk

diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia?

. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka penelitian
ini mempunyai tujuan;
I. Untuk memberikan gambaran umum tentang pidana mati, baik dalam

hukum [slam maupun hukum positif di Indonesia;



2. Untuk mengetahui pandangan Hak Asasi Manusia (HAM), baik dalam
perspektif Islam maupun hukum positif di Indonesia, dalam memberikan
tinjauan terhadap pidana mati.

Sedangkan, kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat tujuan pemidanaan dalam pidana mati yang berorientasi
pada rasa keadilan dan melindungi hak-hak korban sebagai pihak yang
dirugikan, dengan melihat relevansi penerapan nilai-nilai filosofis pidana
mati dalam hukum pidana di Indonesia;

2. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan
pada umumnya dan bagi studi hukum khususnya, baik hukum positif

maupun Islam.

. Telaah Pustaka

Buku-buku kajian maupun penelitian-penelitian yang membahas
tentang pidana mati cukup banyak dijumpai. Hanya saja, dalam buku kajian
tersebut lebih membahas pada sistem pidana mati dalam bentuk global, yang
menjadi sub-bahasan dalam cakupan hukum pidana di Indonesia. Sama halnya
dalam kajian hukum [slam, pembahasan tentang pidana mati menjadi sub-
bahasan dalam cakupan hukum pidana Islam secara umum, yang masuk pada
pembahasan fikih jinayah. Hanya beberapa buku yang menyajikan sub-
bahasan berupa analisa perbandingan antara pidana mati, baik dalam hukum
Islam maupun hukum positif, melalui perspektif HAM sebagai tinjauan

hukumnya, di antaranya buku karangan Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum



Pidana Islam. Sedangkan, dalam karya ilmiah mahasiswa, sepengetahuan
penulis hanya menemukan satu karya ilmiah berupa Skripsi yang berjudul
Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Fidana
Mati yang disusun oleh Maman Kustiaman, alumni Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Jogjakarta.® Dalam penelitian tersebut, Maman Kustiaman
lebih mengetengahkan persamaan dan perbandingan pidana mati antara
hukum Islam dan hukum positif serta penjelasan mengenai beberapa tindak
pidana yang diancam dengan pidana mati.

Sementara itu, penulis dalam penelitian ini memfokuskan pada
tinjauan HAM terhadap implementasi pidana mati yang dianggap sebagai
pelanggaran HAM. Dalam penelitian ini, perfama, penulis mencoba
memberikan gambaran tentang sistem pemidanaan pada pidana mati menurut
hukum positif dan hukum Islam (fikih jinayah). Kedua, memaparkan
pandangan HAM, baik dalam Islam maupun hukum positif di Indonesia,
terhadap pidana mati yang dianggap sebagai pelanggaran HAM. Ketiga,
penulis berusaha mengemukakan pandangan bahwa pidana mati yang diatur
dalam hukum positif di Indonesia dan dalam hukum Islam dengan istilah
gisas, adalah bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan upaya perlindungan
hak bagi korban dan tidak ada relevansinya dengan pelanggaran hak-hak asasi

manusia.

¢ Maman Kustiaman, “Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang
Pidana Mati,” Skripsi pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2005.



E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa pidana mati
merupakan sanksi pidana yang paling berat dalam sistem hukum pidana di
Indonesia. Begitu pula halnya dalam hukum Islam, yaitu berupa gisas.
Sementara itu, hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang mutlak ada pada
diri setiap orang. Patut dihormati oleh semua orang. HAM im mencakup hak
hidup dengan selamat; hak kebebasan, dan; hak kesamaan. Dalam Pernyataan
Umum tentang Hak-hak Manusia, Pasal 2 disebutkan:

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang

tercantum dalam Pernyataan ini dengan tak ada perkeculian apapun, seperti

misalnya, bangsa, wama kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau

pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran

ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik,

hukum atau kedudukan internasional dar negara atau daerah dari mana

seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-

wilayah perwalian, jajahan atau yang di bawah pembatasan lain dan
kedaulatan.”

Kaitannya dengan HAM, salah satu prinsip yang tercantum dalam
HAM adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup.® Oleh karena it,
penghabisan nyawa manusia tanpa adanya konsep yang diajarkan Islam
(diperbolehkan), yaitu dalam QS Al-Ista’: 33 dan Al-An’am: 151, merupakan
dosa besar setelah politeisme.” Dalam Islam, hak hidup tersebut tidak hanya
berlaku bagi umat Islam saja, tetapi berlaku universal tanpa memandang

adanya perbedaan agama.

7 Antonio Cassesse, Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah, alih bahasa A. Rahman
Zamuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994}, him. 292.

. Syekh Syaukat Hussain, Hak Asasi Manusia dalam Islam, alih bahasa Abdul Rochim
CN., cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), him. 60.

? Ibid.



Melihat cakupan HAM tersebut, tentu bagi kebanyakan orang langsung
menuding bahwa pidana mati merupakan pelanggaran terhadap HAM, karena
melanggar hak hidup —pelaku- dengan selamat. Akibatnya, substansi HAM di
sini menjadi rancu. Padahal, korban yang telah dihabisi nyawanya oleh pelaku,
pada awalnya juga mempunyai keselamatan hak hidup yang sama dengan

pelaku. Muladi berpendapat mengenai perlakuan terhadap korban:

a. Kntik selalu dilontarkan sehubungan dengan terlalu banyaknya
mnstrumen HAM yang memfokuskan pada perlindungan pelaku tindak
pidana, sedangkan perhatian terhadap korban yang seharusnya dilakukan
atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban {compassion
and respect for their dignity) seolah-olah dilupakan, atau paling tidak
kurang diperhatikan;

b. Pada tahun 1985 melalui Declaration of Basic Principles of Justice for
Victims of Crime and Abuse of Power, perhatian PBB mulai meningkat
khususnya yang berkaitan dengan akses untuk memperoleh keadilan, hak
untuk memperroleh kompensasi, restitusi dan bantuan-bantuan lain yang
harus diatur dalam UU nasional. Bahkan kompensasi tersebut juga
berlaku bagi keluarganya, khususnya yang hidupnya tergantung pada
korban yang mati atau cacat; termasuk di sini Korban Penyalahgunaan
Kekuasaan (Fictims of Abuse Power). "

Jika kemudian timbul pernyataan, bahwa pelaksanaan hukuman mati
sama dengan upaya pembalasan dendam, maka pernyataan tersebut kurang
tepat. Pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku merupakan pembalasan
yang bersifat retnibutif, sebagai konsekuensi dari perbuatan pelaku yang telah
menghilangkan nyawa korbannya. Karena, pada dasamya semua
sanksi/hukuman itu adalah balasan (retribusi), bukan hanya pidana mati, tetapi
pidana penjarapun termasuk pembalasan, sesuai dengan beratnya tindak

pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Hukum gisas yang diterapkan

1 Muladi, “HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana” dalam Muladi (ed.), Hak
Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat
(Bandung: PT Refika Aditama, 2005), him. 107.
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dalam Islam bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan balas dendam,
melainkan menjustifikasi aturan konkrit tentang nilai-nilai keadilan.'' Artinya,
hukuman yang diberikan tidak boleh melebihi kesalahan seseorang.
Spiritualitas hukum gisas-diyar sangat memperhatikan aspek korban
kejabatan, dan yang terpenting tidak memanjakan pelaku kejahatan. '
Pelaksanaan hukuman mati merupakan akibat dari sebab dia menghilangkan
nyawa seseorang. Di samping itu, bagi umat yang beragama —di samping
Islam melalui al-Qur’an, Nashrani-pun mengatur hal demikian dalam Injil-
nya," wajib kiranya melaksanakan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh
Tuhan. Kemudian, alasan penghapusan pidana mati lainnya adalah bahwa
hukuman mati yang ada dalam KUHP —yang merupakan hukum peninggalan
kolonial Belanda- harus dihapuskan, karena di negeri asalnya (Belanda)
hukuman mati sudah dihapus. Bismar Siregar dalam bukunya Islam dan
Hukum, menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa orang
yang berpandangan demikian sungguh tidak memiliki kepribadian dan
memilih kiblat negara lain daripada nilai luhur sendiri."*

Berbagai pernyataan menyikapi pelaksanaan pidana mati banyak
dilontarkan, baik oleh p;mbela maupun penentang adanya pidana mati.
Dikatakan bahwa pidana mati itu kejam dan mengingatkan pada hukum rimba.

Pemnyataan tersebut dapat dikembalikan lagi dengan mengatakan bahwa

"I Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Jogjakarta: Logung Pustaka,

2004), him. 137.

3L

12 tbid.
¥ Bismar Siregar, Islam dan Hukum, cet. 11l (Jakarta: PT Grafikatama Jaya, 1992), hlm.

Y hid., him. 21,
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sebenamya yang kejam adalah pelaku tindak pidana itu, yang telah mengakhiri
hidup korban. Tuntutan penghapusan pidana mati dengan alasan bahwa pidana
mati itu kejam, sangat tidak logis. Jika tuntutan tersebut dilaksanakan, maka
bukan hanya pidana mati saja yang harus dihapus, pidana penjara seumur
hidup dan beberapa tahun juga harus dihapus, bila alasannya adalah kejam.
Bukankah memenjarakan orang itu sendiri adalah sebuah kekejaman? Karena
keluarganya sudah barang tentu akan mengalami derita yang tidak sedikit.
Bagi pelaku sendiri, apakah tidak lebih baik dihukum mati daripada menjalani
kehidupan sehari-hari dipenjara sampai akhir hidupnya?"’

Harapan masyarakat agar pelaku tindak pidana diberikan kasih sayang
dengan tidak mejatuhkannya pidana mati sangat tidak pantas. Alasannya,
pelaku sangat tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Bila pelaku
memiliki kasih sayang, maka dia tidak akan membunuh orang yang menjadi
korbannya. Alasan etis-filosofis berupa kebebasan pribadi dan hak hidup yang
suci yang tidak boleh diganggu oleh hukuman mati, yang dijadikan sebagai
justifikasi penghapusan pidana mati, sangat tidak tepat. Hidup manusia
bukanlah milik pribadinya sendiri, melainkan menjadi milik Tuhan dan
merupakan titipan Tuhan yang tidak boleh digunakan kecuali dalam batas-
batas yang telah ditentukan-Nya. Jika Tuhan menentukan hukum gisay itu
dijatuhkan kepada pembunuh yang sengaja menghabisi nyawa seseorang,
maka Tuhan bertindak dalam daerah kekuasaan-Nya sendiri. Bila Tuhan yang

memberikan hidup, maka Tuhan pula yang mencabutnya. Seharusnya, pidana

'* Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet. V1 (Jakarta: PT Bulan Bintang,
2005), him. 222-223.
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mati tidak dikatakan sebagai pelanggaran hak hidup pelaku, karena pelaku
sendiri tidak segan-segan untuk melanggar hak hidup orang lain yang paling
berharga.'®

Terkait dengan pidana mati dalam kasus pembunuhan, al-Qur’an

menyebutkan:
& ) [
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Ibn al-‘Arabi dalam kitab karangannya yang berjudul Ahkam al-Qur’an
menjelaskan, bahwa pembalasan terhadap pembunuhan berupa gisas yang
tercantum dalam QS. al-Bagarah (2): 178 itu adalah pembalasan yang
setimpal. Pembalasan ini berdasarkan pemenuhan hak wali korban. Artinya,

keputusan untuk menghukum pelaku pembunuhan sepenuhnya diserahkan

kepada keputusan wali korban. Qisay itu wajib bila wali korban memutuskan

18 1hid._ him. 224.
17 Al-Baqgarah (2): 178.
8 Al-Ma’idah (5): 45.



13

untuk dipenuhinya gisas.'’ Tetapi, dari sekian ketentuan yang tegas terkait
pelaksanaan pidana mati yang diatur dalam hukum Islam, masih tetap ada
solusi lain yang mungkin lebih terlihat manusiawi, yaitu melalui maaf yang
diberikan oleh keluarga korban sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur’an.
Dalam hal ini, pelaku yang mendapat maaf tersebut diwajibkan atas diyah,
yaitu semacam denda atau hukuman pengganti gisas, seperti yang tercantum

dalam al-Qur’an:”
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Hanya saja, ketentuan tentang pemberian maaf yang mencerminkan sikap
kasih sayang dan cinta damai dalam Islam ini tidak tercantum dalam
Rancangan KUHP.”? Apabila ketentuan tersebut dicantumkan, maka paling
tidak hal itu akan memberikan citra yang baik akan hukum Islam yang selal;la
ini dianggap kejam oleh sebagian orang. Sehingga, pidana matipun dirasa

masih relevan untuk diterapkan di Indonesia.

' Ybn al-* Arabi, Ahkam al-Qur 'an, cet. I1I (tp.: Diar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), I: 61.
® H. A Djazuli, Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, cet. 11

{Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), him. 156.

! An-Nisa' (4): 92.
Z Bismar Siregar, Islam., him. 26.
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F. Metode Penelitian
Penelitian tentang Hak Asasi Manusia dan Pidana Mati (Studi
Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia) dalam
rangka penulisan proposal skripsi ini menggunakan metode-metode sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Penélitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (/ibrary
research), yaitu penelitian yang objeknya berupa pemikiran yang terdapat
dalam buku-buku, kitab-kitab dan jumal-jumal yang ada relevansinya
dengan kajian ini.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan komparatif, yaitu
penelitian yang berusaha memberikan gambaran tentang implementasi
hukuman mati vang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif di
Indonesia. Kemudian, dianalisis dan ditinjau melalui perspektif HAM
dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Selanjutnya, dari
analisa tersebut, dikomparasi dan segi persamaan dan perbedaannya serta
kemungkinan relevansinya bila diterapkan dalam sistem hukum di
Indonesia.
3. Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu penelitian
yang objek kajiannya dilihat dari segi faktor dan implikasi implementasi

pidana mati dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Kemudian,
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pendekatan normatif adalah mengkaji objek penelitian tersebut dengan
mencari dan menemukan aturan-aturan atau norma-norma yang menjadi
dasar hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data tentang pembahasan judul penelitian ini,
penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai
- hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat
kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.
Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan
Hadis yang merupakan sumber hukum Islam; dan untuk sumber hukum
positif di Indonesia, pembahasan tentang hak asasi manusia bersumber
dari Undang-undang Dasar 1945 dan UU tentang HAM, di samping Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa Undang-undang
Pidana Khusus yang mengatur adanya sanksi pidana mati. Sedangkan, data
sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang ada
relevansinya dengan objek penelitian ini.
5. Analisis Data
a. Induktif, yakni suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data
yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat
digeneralisasikan menjadi suatu kesirﬁpulan umum.
b. Deduktif, yakni pola pikir yang beangkat dari penalaran yang bersifat

umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.*’

B Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
1982), I: 36.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mendapatkan gambaran secara umum
tentang pembahasan Skripsi ini, oleh penulis, pembahasan ini akan dibagi ke
dalam 5 (lima) Bab, yaitu: Bab Pertama, adalah pendahuluan yang memuat
tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
Bagian ini merupakan langkah awal sebelum melangkah lebih jauh ke inti dari
objek penelitian, yang menjelaskan gambaran umum dari pembahasan Skripsi
ke depannya.

Bab Kedua, mengambil tema tinjauan umum tentang hak asasi
manusia dan pidana mati, yang mencakup gambaran umum tentang HAM dan
sekilas mengenai pidana mati dan tujuan pemidanaannya. Pada bagian ini,
penulis berusaha memberikan penjelasan global tentang hak asasi manusia
dalam [slam dan hukum positif di Indonesia, serta sedikit tentang pidana mati.

Bab Ketiga, mengetengahkan hak asasi manusia dan pidana mati
dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di indonesia, yang terdiri
dari dua Sub-bab utama. Yaitu, menurut hukum Islam dan menurut hukum
positif di Indonesia. Masing-masing sub-bab tersebut mencakup faktor
penyebab penjatuhan pidana mati; tinjauan hak asasi manusia terhadap pidana
mati dalam hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia, dan; hak asasi
manusia: antara kepentingan pelaku (offender) dan korban (victim). Penulis

mengambil dua sumber hukum yang berbeda. Dalam hukum Islam, penulis

2 rhid | 1: 42.
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meryjuk dari dua sumber hukum utama berupa al-Quran dan Hadis.
Sedangkan, dalam hukum positif di Indonesia, penulis merujuk pada Undang-
undang Dasar 1945 dan UU tentang HAM, di samping Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa Undang-undang Pidana Khusus yang
mengatur adanya sanksi pidana mati.

Bab Keempat, penulis mencoba melakukan analisis perbandingan
dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam bab ini, penulis
menjelaskan persamaan dan perbedaan antara hak asasi manusia dan pidana
mati dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dan; relevansi
penerapan pidana mati dalam hukum pidana di Indonesia. Pada bagian ini,
penulis berusaha menemukan kesesuaian antara hak asasi manusia dan pidana
mati, serta berusaha menghilangkan keraguan dan kebingungan dalam
kaitannya dengan pidana mati dan hak asasi manusia.

Bab Kelima, diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan
saran-saran, yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari
beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian-bagian

sebelumnya.



BABY

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejarah mencatat, bahwa Islam yang pertama kali mendokumentasikan
konsep perlindungan HAM yang memiliki cakupan lebih komprehensif dalam
Piagam Madinah atau yang dikenal juga dengan Konstitusi Madinah pada
tahun 622 M. Dalam piagam ini, Muhammad SAW sebagai orang yang
merumuskan piagam ini ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, mengatur
tentang persamaan hak antara sesama umat Islam dan antara Muslim dan non-
Muslim, di mana Madinah saat itu merupakan kota yang berpenduduk
heterogen.

PBB juga mengeluarkan deklarasi yang disebutnya dengan Deklarasi
Umum HAM (DUHAM) pada tahun 1948 yang mencakup 30 Pasal.
Kemudian, pada tahun 1990 di Kairo, negara-negara anggota Organisasi
Konferensi Islam (OKI) mendeklarasikan sebuah ketentuan mengenai
perlindungan HAM dengan nama Deklarasi Kairo. Deklarasi ini dirasakan
lebih akomodatif bagi umat Islam, karena sumber hukum yang dipakai untuk
melandasi aturan HAM-nya berdasarkan syari’at Islam, yaitu al-Qur’an dan
Hadis.

Berbagai dokumentasi tentang perlindungan HAM di berbagai negara,
belum sepenuhnya menjamin kesesuaian antara das sollen dan das sein. Masih

banyak ditemukan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam
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menjalankan hak-hak individual. Perlu diketahui, bahwa di samping individu
berhak menuntut dan menggunakan hak-hak asasinya, ada kewajiban untuk
menghargai dan menghormati hak-hak asasi indivi;iu lainnya.

Pelanggaran HAM masuk kategori tindak pidana dan harus dijatuhi
pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum pidana di Indonesia
menerapkan pidana mati bagi pelakunya, semisal pelaku pembunuhan sengaja.
Hukum Islam juga memberlakukan pidana mati bagi pelaku pembunuhan
sengaja sengaja. Alasan yang menjadi dasar hukum Islam dalam menerapkan
pidana mati ini ialah berkenaan dengan prinsip perlindungan atas jiwa
manusia, sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Ma@’idah (5): 32.

Penerapan pidana mati ditujukan sebagai efek jera bagi pelaku agar
tidak berbuat jahat kembali, sekaligus sebagai pencegahan bagi masyarakat
agar tidak melakukan kejahatan serupa. Dalam Islam, pidana mati
dimaksudkan sebagai sarana penebus dosa. Sementara itu, hukum pidana
Indonesia menerapkan pidana mati dengan tujuan pokok sebagai pembalasan
atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pidana mati dianggap setimpal
dengan perbuatan pelaku yang telah melanggar hak asasi korbannya. I:Ial ini
sesuai dengan semangat perlindungan HAM, karena jika pelaku dibiarkan
tetap hidup walau ia pantas dihukum mati, maka keselamatan jiwa masyarakat
akan terancam, karena mereka berpotensi menjadi korban selanjutnya.

Tetapi, yang perlu diingat bahwa dalam hukum pidana Indonesia,
pidana mati bukan merupakan sanksi satu-satunya untuk tindak pidana

pembunuhan sengaja, melainkan salah satu sanksi pidana dan alternatif sanksi
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pidana lainnya berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara selama-
lamanya dua puluh tahun. Begitu pula dalam Islam, hukum pidana Islam tidak
menjadikan pidana mati sebagai satu-satunya hukuman bagi pembunuhan.
Adanya pemberian maaf oleh keluarga korban dalam hukum Islam,
menunjukkan keluwesan Islam dalam menegakkan sebuah hukum. Nilai
filosofis tersebut sejatinya memiliki relevansi cukup besar bila diaplikasikan
dalam hukum pidana di Indonesia. Diharapkan, dengan adanya ketentuan
semacam ini, tidak ada lagi upaya balas dendam dari keluarga korban terhadap
pelaku dan anggota keluarganya, serta diharapkan bisa terjalin rekonsiliasi

antara keluarga dan pelaku di kemudian hari.

B. Saran-saran
Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya kepastian dalam pengaturan pasal-pasal tentang HAM dalam
UUD 1945. Karena, ditemukan adanya kerancuan berupa pasal-pasal yang
mengatur tentang kebebasan beragama. Pada Bab XA tentang HAM,
tercantum pasal 28E mengenai lfebebasan beragama. Sementara itu, pada
Bab XI tentang Agama ditemukan ketentuan yang sama dalam Pasal 29;

2. Hendaknya dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, diatur pula
mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang terbukti melanggar HAM.
Meskipun, kasus pelanggaran telah ditangani oleh Pengadilan HAM,

sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2000. Tetapi, Pengadian HAM hanya



2

berwenang mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap
kemanusiaan yang kesemuanya merupakan kejahatan berskala besar saja;

. Perlunya Indonesia tetap mempertahankan penerapan pidana mati dalam
hukum pidananya. Karena, kejahatan yang diancam dengan pidana mati
dalam hukum pidana Indonesia, merupakan kejahatan yang mengancam
eksistensi manusia dan kejahatan tersebut bisa dikategorikan sebagai
pelanggaran HAM;

. Hendaknya Indonesia mempertimbangkan nilai-nilai filosofis yang
terkandung dalam hukum pidana Islam, khususnya yang menyangkut
tentang pidana mati. Misalnya tentang pemberian maaf dan pembayaran
denda sebagai pengganti hukuman. Diharapkan, dengan diterapkannya
ketentuan ini, negara tidak perlu terbebani dengan biaya sehari-hari yang
dikeluarkan guna merawat para terpidana di penjara, dan;

. Bagi siapa saja yang membaca tulisan ini, penulis tetap mengingatkan
perlunya menjaga keseimbangan antara penggunaan hak individual dan
kewajiban menghormati hak individual lainnya, agar terjalin hubungan

yang baik antar individu.
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Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB

BAB 1

Footnote

Terjemahan

12

12

17

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas
kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang
dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba
dengan hamba, dan wanita dengan wanita Maka
barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari
saudaranya, hendaklah (yang mema'atkan) mengikuti
dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diben
ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af
dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu,
maka baginya siksa yang sangat pedih.”

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di
dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas)
dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung,
telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka
(pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak
kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus
dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara
menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu
adalah orang-orang yang zalim.”

13

2]

“Dan tidak layak bagi seorang mu’min
membunuh seorang mu’min (yang lain}, kecuali karena
tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh
seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman
serta membayar diat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka
(keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh)
dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu’min,
maka (hendaklah si pembunuh} memerdekakan hamba
sahaya yang mu’min. Dan jika ia (si terbunuh) dan
kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka
dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh)
membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si
terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang
mu’'min. Barangsiapa yang tidak memperolehnya,
maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan
berturut-turut scbagai cara taubat kepada Allah. Dan




adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

BABII

No. | Him. | Footnote

Terjemahan

4

I

21 7

N

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-
anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di
lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan
Kami lebihkan mereka dengan kelebithan yang
sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami
ciptakan.”

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum)
bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh
seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh)
orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di
muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh
manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara
kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah
memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan
sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul
Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang
jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu
sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat
kerusakan di muka bumi.”

36 24

e e -

6 26

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang
diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah
kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat
baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah
kamu membunuh anak-anak kamu karena takut
kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan
kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati
perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di
antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah
kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab)
yang benar.” Demikian itu yang diperintahkan oleh
Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami(nya).”

B “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas
kamu gqishaash berkenaan dengan orang-orang yang
dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba
dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka
barangsiapa yang mendapat svatu pema'afan dan
saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti
dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi

11




ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af
dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu,
maka baginya siksa yang sangat pedih.”

31

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan
kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang
berakal, supaya kamu bertakwa.”

BAB III

Footnote

Terjemahan

1

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum)
bagi Bami Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh
seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh)
orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di
muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh
manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara
kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah
memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan
sesungguhnya telah datang kepada mercka rasul-rasul
Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang
jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu
sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat
kerusakan di muka bumi.”

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang
diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan
suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh
secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi
kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli
waris itu melampaui batas dalam membunuh.
Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat
pertolongan.”

11

46

“...Barangsiapa yang murtad di antara kamu
dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka
mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di
akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka
kekal di dalamnya.”

12

47

Yahya bin Yahya at-Tamimi dan Abui Bakr bin
Syaibah bercerita kepada kami, keduanya diberitahu
oleh Hasyim yang mengatakan bahwa ia diberi kabar
oleh Abd al-Aziz bin $ahib dan Hamid dari Anas bin
Malik r.a. yang mengatakan, datanglah beberapa orang

I




dari Kabilah ‘Urainah kepada Rasulullah saw di kota
Madinah, lalu mereka diserang suatu penyakit.
Rasulullah saw berkata kepada mereka: “Silakan kalian
keluar ke (tempat) unta zakat, lalu minumlah air susu
dan air kencingnya.” Merekapun menuruti anjuran
tersebut dan sembuhlah mereka. Tetapi, setelah itu
mereka membunuh penggembala untanya, lalu mereka
murtad dari agama Islam seraya membawa lari
beberapa ekor unta. Maka sampailah berita itu kepada
Nabi saw dan beliau memerintahkan pengejaran kepada
penjahat-penjahat itu. Setelah mereka tertangkap,
tangan dan kaki mereka dipotong dan mata merekapun
dicocok, lalu mereka ditinggalkan di lapangan terbuka
sampai mati.”

13

50

10

“Dan orang-orang vang tidak menyembah tuhan
yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang
diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan
(alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa
yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat
{pembalasan) dosa(nya).”

12

“Dan ( bagi) orang-orang yang apabila mereka
diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. Dan
balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa,
maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka
pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia
tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan
sesungguhnya orang-orang yang membela din sesudah
teraniaya, tidak ada suatu dosapun atas mereka.
Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat
zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka
bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang
pedih.”

BAB IV

No.

Footnote

Terjemahan

15

6

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang
mu’min dengan sengaja, maka balasannya ialah
Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab
yang besar baginya.”

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-
orang vang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan
membuat kerusakan di muka bunii, hanyalah mereka
| dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki
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mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari
negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu
(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan
di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

17

74

11

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang
mu’min berperang maka damaikanlah antara keduanya.
Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya
terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan
yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali
kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali
(kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara
keduanya dengan adil dan berlaku adillah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
berlaku adil.”

18

82

21

Mubammad bm Muqgatil menceritakan pada
kami, bahwa ia diberitahu oleh Abdullah yang
mendapat berita dari Yinus dan ia memperoleh berita
itu dari Ibn Syihab yang mengungkapkan bahwa ia
diberitahu oleh Ab@i Salamah bin Abdurrahman yang
mendapat berita dari Jabir Ibn Abdillah al-Anshary,
bahwasannya seorang lelaki Muslim mendatangi
Rasulullah saw dan bercerita bahwa dirinya telah
melakukan zina sambil bersaksi atas dirinya sendiri
sebanyak empat kali. Lelaki itu memerintahkan kepada
Rasulullah saw agar dirajam, maka dirajamlah ia dan 1a
adalah lelaki yang telah menikah.

19

85

24

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan
atas kamu gishaash berkenaan dengan orang-orang
yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.
Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari
saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti
dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi
ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af
dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu,
maka baginya siksa yang sangat pedih.”

20 |

87

27

“Suatu  perbuatan  disandarkan  kepada
pelakunya, bukan kepada yang memenntahkan, selama
bukan merupakan paksaan.”
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Lampiran 3

DEKLARASI KAIRO
TENTANG
HAK-HAK ASASI ISLAM

Negara-negara Anggota
Organisasi Konferensi Islam

Menegaskan kembali peranan yang beradab dan bersejarah. Umat Islam
yang telah diciptakan oleh Tuhan sebagai bangsa yang terbaik yang telah
memberikan kepada umat manusia, peradaban universal dan serasi dimana
keharmonisan diciptakan antara dunia dan akhirat serta pengetabuan
dikombinasikan dengan keimanan; dan (menegaskan pula) peranan yang harus
dimainkan oleh umat untuk menuntun kemanusiaan yang dikacaukan oleh
kecenderungan-kecenderungan dan ideologi-ideologi vang bersaing serta untuk
memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah kronis dari peradaban
materialistis ini.

Berkeinginan untuk memberikan sumbangan terhadap usaha-usaha umat
manusia dalam rangka menegakkan hak-hak asasi manusia, melindungi manusia
dan pemerasan dan penindasan, serta menyatakan kemerdekaan dan haknya untuk
mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan syariat Islam.

Yakin bahwa umat manusia yang telan mencapai tingkat kemajuan dalam
ilmu pengetahuan matrialistis, masih dan akan tetap membutuhkan keimanan
untuk menunjang peradabannya serta kekuatan pendorong untuk melindungi hak-
haknya.

Percaya bahwa hak-hak asasi dan kemerdekaan universal dalam Islam
merupakan bagian integral agama Islam dan bahwa tak seorangpun pada dasamya
berhak untuk menggoyahkannya baik keseluruhan amupun sebagian, atau
melanggar, atau mengabaikannya karena hak-hak asasi dan kemerdekaan itu
merupakan perintah suci yang mengikat, yang terdapat dalam kitab suci Tuhan
(Allah SWT) dan diturunkan melalui Nabi-Nya yang terakhir untuk melengkapi
wahyu-wahyu Tuhan sebelumnya, yang menjadi ketaatan kepada-Nya sebagai
amal ibadah dan pengabaian dan pelanggaran terhadapnya sebagai dosa besar, dan
karena itu, sctiap orang bertanggung jawab secara perorangan dan umat
bertanggung jawab secara kolektif bagi keamanannya.

Berdasar pada prinsip-prinsip di atas, negara-negara anggota menyatakan
sebagai berikut:

Pasal 1

a. semua manusia adalah satu keluarga dimana setiap anggota keluarga bersatu
dengan taat kepada Tuban dan semuanya adalah keturunan Nabi Adam.
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Semua manusia sederajat dalam berhubungan dengan sesamanya dalam
melaksanakan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawabnya yang mendasar,
tanpa ada diskriminasi dalam ras, wamna kulit, bahasa, jenis kelamin. Agama
dan kepercayaan, aliran politik, status sosial atau pertimbangan lainnya.
Keyakinan yang benar menjamin derajatnya yang mengarah pada
kemanusiaannya yang sempurna. '

b. Semua manusia adalah makhluk Tuhan dan yang sangat disayangi-Nya ialah
vang sangat berguna bagi hamba-Nya yang lainnya dan tidak seorangpun
dinilai lebih dani yang lainnya kecuali berdasarkan ketaqgwaan dan amal
baiknya.

Pasal 2

a. Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk dijamin bagi setiap umat
manusia. Adalah tugas dans etiap individual, masyarakat dan negara-negara
untuk melindungi hak-hak ini dan setiap pelanggaran apapun, dan dilarang
untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syanat.

b. Dilarang untuk memilih jalan yang dapat mengakibatkan sebagai suatu cara
yang memperbolehkan pemusnahan suatu bangsa umat manusia.

c. Adalah ketentuan dari Tuhan untuk wajib dipatuhi, sesuai dengan syariat
bahwa kehidupan umat manusia harus dilindungi sampai akhir masa.

d. Perlindungan dari penganiayaan adalah hak sescorang yang wajib dijamin.
Adalah kewajiban dari negara untuk melindunginya. Dilarang untuk
melanggamya tanpa berdasarkan syariat.

Pasal 3

a. Dalam peristiwa yang menggunakan kekuatan dan dalam konflik bersenjata,
tidak diizinkan untuk membunuh mereka yang tidak terlibat seperti orang tua,
wanita dan anak-anak. Orang yang terluka dan sakit berhak untuk
mendapatkan perawatan medis dan para tawanan perang berhak untuk
memperoleh makanan, tempat perlindungan dan pakaian. Termasuk
pelarangan untuk merusak tubuh orang yang sudah mati. Adalah merupakan
kewajiban untuk saling tukar-menukar para tawanan perang dan mengadakan
kunjungan-kunjungan atau pertemuan dengan keluarga yang terpisah karena
keadaan perang.

b. Dilarang untuk menebangi pohon-pohon, merusak hasil panen atau ternak dan
menghancurkan bangunan-bangunan sipil milik musuh dan instalasi-instalasi
dengan peledakan atau dengan cara-cara lain.

Pasal 4
Setiap manusia berhak untuk tidak diganggu gugat dan mendapat

perlindungan atas nama baik dan kehormatannya selama hidupnya dan sesudah ia
meninggal. Pemerintah dan masyarakat harus melindungi jenazah dan makamnya.
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Pasal 5

setiap keluarga adalah pondasi dari masyarakat dan pemikahan adalah basis
untuk pembentukannya. Laki-laki dan wanita mempunyai hak untuk menikah,
dan tak ada pelarangan yang berasal dari ras, warna kulit atau kebangsaan
untuk menikmati hak ini.

Masyarakat dan pemerintah harus melenyapkan semua hambatan untuk
menikah dan harus memberi fasilitas kemudahan prosedur pernikahan. Mereka
harus dijamin perlindungan berkeluarga dan kesejahteraannya.

Pasal 6

Wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam mempertahankan derajat
kemanusiaannya dan memiliki hak-hak untuk menikmati hak persamaan
tersebut disamping melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ia memiliki hak
sipil dan kebebasan yang berhubungan dengan keuangan dan hak untuk
menjaga nama baik pribadi dan keturunannya.

Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan kesejahteraan
kepada keluarganya.

Pasal 7

Sejak anak dilahirkan,ia mempunyai hak-hak dari orang tuanya, masyarakat
dan pemerintah, seperti untuk keperluan perawatan, pendidikan dan
kebutuhannya, kesehatan dan kekuatan moral. Ayah dan ibunya harus
dilindungi untuk melakukan kewajiban-kewajibannya tersebut.

Orang tua dengan kemampuannya berhak untuk memilihkan jenis pendidikan
sesuai keinginan mereka bagi anak-anaknya yab disiapkan dengan penuh
perhatian untuk masa depan anak-anaknya sesuai dengan nilai-nilai etis dan
prinsip-prinsip syariat.

Kedua orang tua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anaknya, demikian
Jjuga sanak keluarga dari keturunannya agar mereka menghormati ketentuan-
ketentuan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariat.

Pasal 8

Setiap orang berhak untuk memperoleh kewenangan hukum dalam hal

kewajiban dan tanggung jawabnya, seandainya kedudukan ini hilang atau
mendapat halangan untuk dilaksanakan, maka diwakili oleh walinya.

a.

Pasal 9

Pernasalahan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban dan pengadaan
pendidikan menjadi tugas masyarakat dan pemerintah. Pemerintah harus
menjamin adanya cara dan sarana untuk memperoleh pendidikan dan jaminan
keragaman pendidikan bagi kepentingan masyarakat, sehingga memungkinkan




orang mengenal agama Islam dan fakta-fakta universal untuk kepentingan
umat manusia.

b. Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan dua hal, agama dan dunia
pendidikan dari berbagai lembaga pendidikan dan bimbingan, di dalam
keluarga, sekolah, universitas, media dan lain-lain. Semua itu dipadukan dan
diseimbangkan caranya untuk mengembangkan kepribadiannya, memperkuat
ketagwaan kepada Tuhan dan meningkatkan penghargaan untuk pembelaan
hak-hak dan kewajibannya.

Pasal 10

Islam adalah agama yang mumi ciptaan alam (Allah YME). Islam
melarang melakukan paksaan dalam bentuk apapun atau untuk mengeksploitasi
kemiskinan atau ketidaktahuan seseorang untuk merubah agamanya atau menjadi
atheis.

Pasal 11

a. Setiap manusia dilahirkan merdeka dan tak seorangpun berhak memperbudak,
menghina, menindas atau mengeksploitasi mereka dan tak seorangpun boleh
menyembah kecuali kepada Allah Yang Maha Agung.

b. Kolonialisme adalah salah satu bentuk di antara sekian banyak bentuk
perbudakan yang dilarang total. Orang-orang yang menderita akibat
kolonialisme mempunyai hak penuh untuk bebas dan menentukan nasibnya
sendiri. Adalah kewajiban semua negara dan masyarakat untuk mendukung
perjuangan rakyat yang berada di bawah kolonialisme dan pemerintah serta
masyarakat mempunyai hak untuk menghapus segala bentuk kolonialisme dan
pendudukan serta memelihara kebebasan pribadi dan melakukan pemgawasan
atas kekayaan dan sumber-sumber alamnya.

Pasal 12

Setiap orang harus dijamin haknya dalam kerangka syariat,untuk bergerak
bebas dan untuk memilih tempat tinggalnya di dalam atau di luar negerinya, dan
jika dianiaya berhak mendapat berhak mendapat suaka dari negara lain. Negara
yang memberikan perlindungan harus menjamin perlindungannya sehingga ia
merasa aman, terkecuali suaka yang dimotivasi karena tindakan yang oleh syariat
dianggap sebagai suatu kejahatan.

Pasal 13

Bekerja adalah hak yang dijamin oleh pemerintah dan masyarakat untuk
setiap orang yang siap untuk bekerja. Setiap orang harus bebas untuk memilih
kerja yang paling sesuai dan berguna bagi dirinya dan masyarakat. Setiap pekerja
harus memiliki hak keselamatan dan keamanan dan jaminan-jaminan sosial
lainnya. setiap pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuannya




atau dipaksa, ditekan atau dirugikan dalam bentuk apapun. Dia harus
mendapatkan hak tanpa ada disknminasi antara laki-laki dan wanita untuk
mendapatkan upah yang wajar atas hasil kerjanya tanpa penundaan, untuk
menikmati liburan, vang saku (lembur) dan kenaikan pangkat yang berhak
diperolehnya. Dalam hal ini, dia wajib untuk berbakti dan bertindak teliti dalam
bekerja. Bila pekerja dan pegawai berselisih dalam sesuatu urusan, pemerintah
harus campur tangan untuk menyelesaikan perselisihan, sementara yang dirugikan
diberi ganti rugi dan berhak menetapkan serta menjalankan keadilan tanpa
penyimpangan.

Pasal 14

Setiap orang berhak memperoleh keuntungan yang sah tanpa usaha
monopoli, penipuan atau kerugian lainnya, baik bagi dirinya sendiri atau untuk
orang lain. Riba dilarang sama sekali.

Pasal 15

a. Setiap orang berhak untuk memiliki kekayaan dengan jalan yang sah, dan
harus diberi hak untuk memiliki kekayaan tanpa prasangka bagi diri sendir,
orang lain atau masyarakat pada umumnya. Pengambilalihan tidak diizinkan
kecuali untuk kepentingan umum dengan pembayaran segera dan ganti rugi
yang wajar.

b. Penyitaan dan perampasan harta kekayaan adalah dilarang kecuali untuk suatu
kepentingan berdasarkan hukum.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk menikmati hasil karya ilmiah, sastra, seni atau
teknik dan berhak melindungi hasil karyanya, baik yang berkaitan dengan
kepentingan moral maupun material, asalkan hasil karya itu tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip syariat.

Pasal 17

a. Setiap orang berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih, jauh dari sifat
buruk dan korupsi moral, suatu lingkungan yang akan mengembangkan din
sendiri, dan pemerintah serta masyarakat secara umum wajib untuk
memberikan hak itu.

b. Setiap orang berhak untuk mendapat pelayanan kesehatan dan perawatan
sosial dan untuk kesejahteraan rakyat yang disediakan masyarakat dan negara
dalam batasan sumber-sumber yang tersedia.

¢. Pemerintah menjamin hak-hak individu untuk hidup di lingkungan yang
bersih, dimana ia akan dapat memenuhi segala kebutuhannya yang
terhadapnya ia bergantung, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan,
perawatan kesehatan dan segala kebutuhan pokoknya.
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Pasal 18

a. Setiap orang berhak untuk hidup aman baginya, agamanya, tanggungannya,
kehormatannya dan kekayaannva.

b. Setiap orang bebas dalam menjalankan urusan pribadinya di dalam rumahnya,
di antara keluarga vang berhubungan dengan kekayaan dan relasi-relasinya.
Kebebasan pribadi ini dilarang untuk dimata-matai di bawah tekanan atau
mencemarkan nama baiknya. Pemerintah harus melindunginya dan campur
tangan kesewenang-wenangan. A

c. Segala masalah yang ada di dalam rumah tangga seseorang tidak boeh
diganggu gugat. Rumah seseorang tidak boleh dimasuki tanpa seizin dari
penghuninya atau di lvar jalur hukum tidak diperbolehkan, ataupun tidak
boleh merusak atau menyita dan mengusir penghuninya.

Pasal 19

a. semua individu adalah sederajat dalam hukum, tanpa ada perbedaan antara
yang memerintah dengan yang diperintah.

Hak untuk mendapatkan keadilan dijamin bagi setiap orang.

Tanggung jawab adalah dipikul setiap orang yang melakukan.

Tidak boleh ada kejahatan atau penghukuman kecuali ditetapkan syariat.
Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah di pengadilan
dimana ia diberi jaminan untuk membela diri.

cao

Pasal 20

Tidak boleh seorangpun ditangkap/ditahan, dibatasi kemerdekaannya,
dibuang/diasingkan atau disiksa tanpa alasan yang sah. Tidak boleh pula
melakukan penyiksaan secara fisik atau psikis berupa penghinaan, kekejaman dan
merendahkan martabat. Tidak boleh pula melakukan pengobatan untuk percobaan
ilmiah tanpa persetyuannya atau menimbulkan risiko kesehatan atau
kehidupannya. Tidak diperbolehkan pula menyebarluaskan/mengumumkan
undang-undang darurat untuk mendapat kekuasaan guna melakukan tindakan
yang demikian.

Pasal 21

Memanfaatkan para tahanan untuk digunakan dalam hal apapun sangat
dilarang.

Pasal 22

a. Setiap orang berhak unutuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dalam
berbagai cara asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
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b. Setiap orang berhak untuk membela apa yang menjadi haknya dan
menyatakan apa yang menurutnya baik dan memerangi apa yang salah dan
menghambat pelaksanaan norma-norma syariat Islam.

c. Informasi adalah kebutuhan penting bagi masyarakat, informasi tidak boleh
dieksploitasi atau disalahgunakan dalam berbagai cara yang mungkin
melanggar kesucian dan martabat Rasul, kemerosotan moral dan nilai-nilai
etika yang disintegrasi, korupsi atau kerugian masyarakat atau melemahnya
kesetiaan.

d. Tidak boleh menggerakkan kebencian kebangsaan, atau doktrin dan
melakukan segala sesuatu yang dapat menghasut terjadinya diskriminast ras.

Pasal 23
a. Jabatan merupakan kepercayaan. Pelanggaran atau pengeksploitasian desas-
desus yang jahat sangat terlarang, sehingga hak-hak asasi manusia terjamin.
b. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung

dalam urusan-urusan administrasi kemasyarakatan. lapun berhak menjabat
jabatan umum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Pasal 24

Semua hak-hak dan pemnvataan kebebasan yang ditetapkan dalam
Deklarasi ini adalah sesvai dengan syariat Islam.

Pasal 25

Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan untuk penjelasan atau
uraian berbagai pasal dalam Deklarasi ini.
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Lampiran 4

Menimbang :

a.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999

TENTANG
HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta
dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk
kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak
asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan
dirinya serta keharmonisan lingkungannya;

bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati
melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh
karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak
boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai
kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan
terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk
menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang
Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai
hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik
Indonesia,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b, ¢, d, dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis

 Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk
Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;
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Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, dan Pasal 27, Pasal 28,
Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat
(3), dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945,

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila
tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak
asasi manusia.

3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang
langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas
dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status
ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat
pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan,
atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan
baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum,
sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja,
sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik
jasmani, maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan
atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan
menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga
telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan
yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau
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penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan
persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat politik.

5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan
apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak
sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,
menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang
atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak
mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian
hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas
HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan
lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian,
penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

BAB I
ASAS - ASAS DASAR

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia
dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan
tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan
demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan
kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang
sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraaan.

2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan
hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang
sama di depan hukum.

3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan
dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.
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Pasal 5

. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan
memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan
martabat kemanusiaannya di depan hukum.

. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dan
pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak
memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan
kekhususannya.

Pasal 6

. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan
dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh
hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat
dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7

. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional
dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang
dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak
asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

. Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik
Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama
menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB Il
HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu
Hak Untuk Hidup

Pasal 9

. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan
meningkatkan taraf kehidupannya.

. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir
dan batin.

. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

XVIII



Bagian Kedua
Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah.

2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon
suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. .

Bagian Ketiga
Hak Mengembangkan Diri

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan
berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk
memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas
hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab,
berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia
demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

Pasal 14

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang
diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15
Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik

secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negaranya.

XIX




Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan
organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran,
serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan
mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana,
perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas
dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang
obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan
benar.

Pasal 18

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka
melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai
dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan
diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana,
kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada
sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

3. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku
ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

4. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak
saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

5. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang
sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

1. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman
berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

2. Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau
kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu
kewajiban dalam perjanjian utang piutang.
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Bagian Kelima
Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20
1. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
2. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita,
dan segala perbuatan berupa apapUn yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan
karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

_

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
2. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan
menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau
tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan
nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan
bangsa.

Pasal 24

1. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk
maksud-maksud damai.

2. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai
politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk
berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara
sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi
manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak
untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 26

1. Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau
mempertahankan status kewarganegaraannya.

2. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi
berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada
kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai
warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

1. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak,
berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik
Indonesia.

2. Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali
ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hak Atas Rasa Aman

Pasal 28

1. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan
politik dari negara lain.

2. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka
yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan
dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29
1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan hak miliknya
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia
pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31
1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.

2. Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau
memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang
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mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan
oleh Undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan
komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah
hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 33

1. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau
perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan
martabat kemanusiaannya

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan
penghilangan nyawa.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau
dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang
damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan
sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur
dalam Undang-undang ini.

Hak Ketujuh
Hak Atas Kesejahteraan

Pasal 36

1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan
masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

2. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-
wenang dan secara melawan hukum.

3. Hak milik mempunyai fungsi sosial.
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Pasal 37

. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya
diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan
umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya
maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti
kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali
ditentukan lain.

Pasal 38

. Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan,
berhak atas pekerjaan yang layak.

Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan
berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan.

Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang
sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat
perjanjian kerja yang sama.

. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang
sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil
sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan
keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat
untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan
kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41

. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk
hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

. Setiap penyandang cacat, orang vang berusia lanjut, wanita hamil, dan
anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga ncgara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak
memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya
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negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat
kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedelapan
Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 43

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan
umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan
langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas,
menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44
Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat,
permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka
pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan

maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Hak Wanita

Pasal 45
Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46
Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan
sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan
wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47
Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing
tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi

mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali
status kewarganegaraannya.
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Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis,
jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 49

1. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan,
dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam
pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat
mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi
reproduksi wanita.

3. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi
reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan
hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

I. Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan
tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang
berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-
anaknya, dan hak pemilikan scrta pengelolaan harta bersama.

2. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan
tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang
berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan
terbaik bagi anak.

3. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama
dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta
bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Hak Anak

Pasal 52
1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga,
masyarakat, dan negara.

2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu
diakui dan dilindungi olch hukum bahkan sejak dalam kandungan.
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Pasal 53

Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan
hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status
kewarganegaraannya.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan,
pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin
kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya
diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi
sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan
atau wali.

Pasal 56

. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan
diasuh oleh orang tuanya sendiri.

. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara
anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak
tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik,
diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya
sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali
berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal
dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai orang tua.

Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus
menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala
bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan
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pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau
pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak
tersebut.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk
penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan
pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap
anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan
hukuman.

Pasal 59

. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dar orang tuanya secara
bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan
aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah
demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam keadaan scbagaimana dimaksud dalam avat (1), hak anak untuk
tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan
orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat
kecerdasannya.

Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai
dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya
sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain,
berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya
demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan,
sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur
kekerasan.
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Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi
ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat
mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental
spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan'dan' kegiatan eksploitasi dan
pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Pasal 66

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan,
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk
pelaku tindak pidana yang masih anak.

3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan
hukum.

4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan
sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai
upaya terakhir.

5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan
secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan
pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa,
kecuali demi kepentingannya.

6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan
hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya
hukum yang berlaku.

7. Setiap anak yvang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan
memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak
memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB IV
KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67
Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada

peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional
mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
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Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

1. Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain,
moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bemegara.

2. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan
tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal
balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi,
menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71
Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan,
dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini,
peraturan perundang-undangan lain, dan hukum intemasional tentang hak asasi
manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72
Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik,

ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

BAB VI
PEMBATASAN DAN LARANGAN

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi
oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan
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dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain,
kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa
Pemerintah, partai, golongan atau pthak manapun dibenarkan mengurangi,
merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur
dalam Undang-undang ini

BAB V11
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pasal 75
Komnas Hak Asasi Manusia bertujuan :

a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi
manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia; dan

b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna
berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan
berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 76

1. Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak
asasi manusia.

2. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesinal,
berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum
dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi
manusia dan kewajiban dasar manusia.

3. Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

4. Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Pasal 77
Komnas HAM berasaskan Pancasila
Pasal 78
1. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdini dari :

a. sidang paripumna; dan
b. sub komisi.
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Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur
pelayanan.

Pasal 79

Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.
Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib
Komnas HAM.

Pasal 81

Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan
kegiatan Komnas HAM.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh
unit kerja dalam bentuk biro-biro.

Sekretariat Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan
anggota Komnas HAM.

Sekretariat Jenderal diusulkan oleh sidang paripurna dan ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.

. Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat

Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 82

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut
dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

1.

2

Pasal 83

Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan
Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil
Ketua.

Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dani Anggota.

Masa jabatan keanggotaan Komnas Hak Asasi Manusia selama 5 (lima)
tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu)
kali masa jabatan.

Pasal 84

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah warga negara
Indonesia yang :

a.

memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau
kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya;
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b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban
profesi hukum lainnya;

c. berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara,

d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya
masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

Pasal 85

1. Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan
Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

2. Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena :

a.

b.

C.

d.
€.

meninggal dunia;

atas perinintaan sendirt;

sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat
menjalankan tugas selama 1(satu) tahun secara terus menerus;
dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, atau
melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus
oleh Sidang Paripuma karena mencemarkan martabat dan reputasi,
dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian
keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata
Tertib Komnas HAM.

Pasal 87

1. Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban :

a.

b.

menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan keputusan Komnas HAM.

berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya
tujuan Komnas HAM; dan

menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan
rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya
sebagai anggota.

2. Setiap anggota Komnas HAM berhak :

d.

b

menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan
Subkomisi;

memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna
dan Subkomisi;

mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas
HAM dalam Sidang Paripurna; dan

mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang
Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.
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Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota Komnas HAM serta
tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 89

1. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan
penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas
dan berwenang melakukan : )

a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak
asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai
kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;

b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan
untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan,
perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan hak asasi manusia;

c. penerbitan hasil pengkajian dari penelitian;

d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain
mengenai hak asasi manusia;

¢. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan
perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan

f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga,
atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun
internasional dalam bidang hak asasi manusia.

2. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan
berwenang melakukan :

a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada
masyarakat Indonesia;

b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi
manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta
berbagai kalangan lainnya; dan

c¢. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di
tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak
asasi manusia.

3. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan
berwenang melakukan :

a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan
laporan hasil pengamatan tersebut;

b. penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam
masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga
terdapat pelanggaran hak asasi manusia;

c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak
yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya,
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d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan
kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;

e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap
perlu;

f pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan
secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai
dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;

g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan
tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu
dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan

h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan
terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proes peradilan,
bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi
manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh
pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib
diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

4. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang
melakukan :

a. perdamaian kedua belah pihak;

b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi, dan penilaian ahli;

c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa
melalui pengadilan;

d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi
manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;
dan

e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi
manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
untuk ditindaklanjuti.

Pasal 90

1. Setiap orang dan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak
asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan
atau tertulis pada Komnas HAM.

2. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan
identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas
tentang maten yang diadukan.

3. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus
disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai
korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan
pertimbangan Komnas HAM.

4, Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai
pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.
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Pasal 91

1. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau
dihentikan apabila :
a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia,
c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada
kesungguhan dari pengadu;
d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi
pengaduan; atau )
e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang
tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau
menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 92

1. Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan
dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap
masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan
identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak
yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.

2. Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi
penvebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas
HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.

3. Penctapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada
pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya
tersebut dapat :

a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;

b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;

¢. membahayakan keselamatan perorangan;

d. mencemarkan nama baik perorangan;

e. membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan

dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah;

f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses
penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana,

g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang
ada, atau

h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang;

Pasal 93

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali
ditentukan lain oleh Komnas HAM.

XXXVI



Pasal 94

(1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf ¢ dan d, wajib memenuhi permintaan
Komnas HAM.

(2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh
pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.

Pasal 95

Apabila seseorang vang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak
memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua
Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

1. Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan
b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai
moderator.

2. Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa
kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan
dikukuhkan oleh moderator.

3. Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan
keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat
bukti yang sah.

4. Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pibak dalam
jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak
lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar
keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan
kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

5. Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4).

Pasal 97
Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi,
tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara
yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden
dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 98

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
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Pasal 99

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan
Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komans HAM.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 100

Setiap orang, kelompok. organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga
swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi
dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga
swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak
menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada
Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan,
penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga
swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk
mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan
hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga
swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga
kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun kerja sama dengan
Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan
informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB IX
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 104

1. Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk
Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.
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Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan
undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

3. Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), inaka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang
berwenang.

BAB X
KETENTUAN

Pasal 105

1. Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur
dengan Undang-undang ini.

2. Pada saat berlakunya Undang-undang ini :

a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-
undang ini.

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap
menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan
Undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas
HAM yang baru; dan

¢. Semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM
tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.

3. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang
int susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib
Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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Lampiran S

Nama
Tempat/Tgl Lahir
Jenis Kelamin

Alamat Asal

Alamat di Yogyakarta:

Pendidikan

Nama Orang Tua

CURRICULUM VITAE

: Ahmad Prasetyo
. Gresik/17 Desember 1985
. Laki-laki

: Desa Sembungan Kidul RT. 006 RW. 003 Kecamatan

Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur

Gang Ori [I Papringan Catur Tunggal Depok Yogyakarta

. MI Maskumambang Dukun Gresik Jawa Timur

MTs. Maskumambang Dukun Gresik Jawa Timur

MA Maskumambang Dukun Gresik Jawa Timur

: Ayah: H. Ahmad Muzakkir Dawud

Ibu : Hj. Munshifah Ammar

Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta
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